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SALINAN

BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

:;1.

a.

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 104 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang ‘
Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD
pada tanggal 14 bulan Oktober Tahun 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



- Undang—Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran = Negara

Republik - Indonesia - Tahun 2003 Nomor - 78, -

Tambahan Lembaran ~ Negara Repubhk Indones1a"’
aNomor4301), R " o

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang"

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia -Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4355), '

. Undang—Undang Nomor "25 Tahun - 2004 tentang A}-'i

Sistem  Perencanaan Pembangunan - Nasional
_ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ~

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubhk R
Indonesia Nomor 4421); ' ,

A Undang—Undang Nomor 48 Ta.hun 2008 tentang. :
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di - Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik -Indonesia -
- Tahun 2008 _Nomor 185, Tambahan = Lembaran -
" Negara Repubhk Indonesia Nomor 4932); ~~ - - - .

. Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Indonesm Nomor: 5495) sebagaimana telah diubah-

ey dengan - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 -

~‘tentang - Cipta Kerja (Lembaran Negara ‘Republik - -
. Indonesia Tahun 2020 : Nomor 245, Tambahanf"“-"

' 'Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 67 57),

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang”

- Pemerintahan - Daerah (Lembaran Negara Republik - -

Indonesia Tahun. 2014 Nomor. 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir =
dengan Undang-Undang. Nomor 11 Tahun 2020 .

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun-2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk S aey

*‘*Nomor6573), T T =
. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

" Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- = =
Undang Nomor 1-Tahun 2020 tentang Kebijakan = -

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
‘Untuk Penanganan-Pandemi Corona Virus Deasese

- 2019 (COVID-19) dan/atau ‘Dalam -~ Rangka _

- Menghadapi _Ancaman . yang  Membahayakan -~
- Perekonomian Sosial dan/atau Stabilitas Sistem -

-~ Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran B
 Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134; -

- Tambahan" Lembaran Negara Repubhk Indones1a:‘ :
‘A‘Nomor6516), ot o g



9 Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Bt

"Hubungan - Keuangan antara Pemerintah Pusat dan-

‘Pemerintah ™ Daerah (Lembaran Negara Repubhk o
-Tambahan ™. "= .0
: Lembaran Negara RePubhk Indonesia Nomor 6757), I

10 Peraturan Pemerintah Nomor 109. Tahun 2000 -~ . =
~ tentang - Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan: =~ - °

Indonesia - -Tahun 2022 Nomor -

_Wakil - Kepala Daerah -(Lembaran Negara Republik

Indonesia ' Tahun 2000 Nomor ' 210,. Tambahan
Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4028);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentangf'"? 20
"~ Dana Perimbangan  (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 ~“Nomor 137, Tambahan - -

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);-
- 12, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem . Informasi. Keuangan Daerah (Lembaran. e

-Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, g

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

. Indonesia Nomor 5155), -

 Republik "~ Indonesia- --Tahun 2007 Nomor - 83,

Nomor4738), = "

14 Peraturan Pemermtah Nomor 22 Tahun 2008 tentang i s
- Pendanaan = dan- Pengelolaan Bantuan Bencana = .
“(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 - - .. .

Nomor. 4576) sebagaimana telah diubah dengan -~ — - - -
‘Peraturan . Pemerintah- Nomor 65 Tahun 2010 - - - _ -
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 -- - - =
‘Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Repubhk .

- 13. Peraturan ‘Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang T
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara e e

- - _ Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a,_ e

- Nomor " 43, Tambahan' Lembaran Negara Repubhk =

Indonesm Nomor 4829),

_ 15, Peraturan:Pemerintah-Nomor 48 Tahun 2008 tentang e O
~Pendanaan Pendidikan- (Lembaran Negara Republik -~ .- .~
‘Indonesia - Tahun . 2008 Nomor 91, . Tambahan . -

Lembaran Negara- Republik Indonesia Nomor 4864) ... =
sebagaimana “telah  diubah dengan - Peraturan = -

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara - 5

Republik ~ Indonesia - Tahun 2022 Nomor - 121,

. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm‘;_}"

Nomor 6793);-

~16. Peraturan Pemenntah Nomor 5 Tahun 2009 tentang, sv”
 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, -

- Tambahan - Lembaran ~Negara Republik Indonesia - o
Nomor 4972) sebagalmana telah diubah beberapa kali -~ S
terakhir dengan Peraturan -Pemerintah Nomor 1 = .

. Tahun- 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia

~Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan" Lembaran Negarar e

Repubhk Indonesm Nomor 6 177), .



17.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang N
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah -

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun-2010 - e
Nomor 119, Tambahan Lembaran. Negara Repubhk o

' Indone31a Nomor 5161); -

18.

19,

) Peraturan Pemerintah Nomor - 28 = Tahun 2020 "~

Peraturan Pemerintah Nomor 7 1. Tahun 2010 tentang .
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 - Nomor - 123; -
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a,
Nomor 5165), K

Peraturan Pemenntah Nomor 2 Tahun 2012 tentang:

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia .

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara .

S — Republik Indonesia Nomor 5272); . = = .
7 20,

Peraturan Pemermtah Nomor 27 Tahun 2014 tentang :
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

"Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 92,
~Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a '

Nomor. 5533): sebagaunana telah diubah dengan

B (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

21 A
. .Hak Keuangan ' dan Administratif Pimpinan dan. .

- 29,

23, .
" Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik =~ -
-~ Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan. . - - -

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Repubhk :

Indonesia Nomor 6523) 3
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang '

Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran_’""" L

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); I .

‘Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang'”
‘Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan ~
Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 617 8), :

Peraturan Pemermtah Nomor 56 Tahun 2018 tentang' ':

~ . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);. -

24,

.25,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang;: et
- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara = -~ = --

Republik Indonesia Tahun = 2019 ..Nomor 42,
Tambahan - Lembaran Negara Repubhk Indones1a

‘Nomor 6322);

Peraturan Presxden Nomor 16 Tahun 2018 tentang;r_ LT
" Pengadaan Barang/Jasa - Pemerintah (Lembaran

- . Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) :

~ sebagaimana - telah diubah dengan - Peraturan -

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara
Repubhk Indonesxa Tahun 2021 Nomor 63), Loeee T



o7,

- 28.

S

% 1 26
- - Standar Harga Satuan Regmnal (Lembaran Negara

Peraturan Pre31den Nomor 33 Tahun 2020 tentang

' B Repubhk Indoneena Tahun 2020 Nomor 57), :

'Peraturan Menterl Dalam Negen Nomor 52 Tahun

~ 2012 ° tentang Pedoman Pengelolaan - Investa31
_ Pemermtah Daerah (Berita  Negara ARepub{hk

Indones1a Tahun 2012 Nomor 7 54), TP

Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor 19 Tahun

2016 tentang - Pedoman Pengelolaan Barang Milik-

29.

Daerah (Berita" Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor547), N AT

Peraturan ‘Menteri - Da.lam Negen Nomor 62 Tahun e

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan -
Daerah Serta: Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

~ Dana Operasxonal (Berita: Negara Repubhk Indones1a
‘.Tahun 2017 Nomor 1067), LR, e .

5 Peraturan Menten Sosxal Nomor 9 Tahun 2018
.tentang _Standar: Teknis * Pelayanan Dasar Pada

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah '

- Repubhk Indonesxa Tahun 2018 Nomor 868),

. Peraturan Menten Pekeljaan Umum dan Perumahan ,
" Rakyat ‘Nomor. 29/PRT/M/2018 tentang Standar

" Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum

‘dan -Perumahan Rakyat - (Berita Nega.ra Repubhk

3 3 Indone31a Tahun 2018 Nomor 1891)

. Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor 36 Tahun

2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam. Anggaran ‘Pendapatan - dan Belanja Daerah

Laporan Pertanggun-awaban Penggunaan Bantuan .

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
" Indonesia Tahun 2018 Nomor 630)- ‘sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri =~ -
Nomor = 78 - Tahun 2020 (Berita Negara Repubhk

Indones1a Tahun 2020 Nomor 1777); .

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita -

Negara Repubhk Indonesm Tahun 2018 Nomor 1213),

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun ~
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
- Standar. Pelayanan Mlnunal Bidang Urusan Bencana

" Daerah Kabupaten/Kota  Daerah - (Berita . Negara

Repubhk Indones1a Tahun 20 1 8 Nomor 1541),

Provinsi . dan . Kabupaten/Kota (Berita - ‘Negara s

" . dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan - L e



35.

‘ Provm31

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 114- Tahun ‘

2018 tentang Standar Tekms Pelayanan Dasar Pada . .

. Standar- Pelayanan ~ Minimal Bidang -Urusan

" 'Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita- P
A .Negara Repubhk Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619),.. .

1 36,

Peraturan Menterl Dalam Negen Nomor 121 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar

““Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di .
(Berita Negara“ 3

dan Kabupaten/Kota

= Repubhk Indonesm Tahun 2019 Nomor 158);

2: 37,

. 30,

- 40

Peraturan Menten Kesehatan Nomor 4 Tahun 20 19
tentang Standar Teknis Pemenuhan Muiitu Pelayanan
Dasar . Pada - Standar Pelayanan Minimal Bidang~ -
. Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesxa Tahun..
: - 2019 Nomor 68), ; _ S R

- 38.Peraturan Menteri - Dalam Negen Nomor 70 Tahun--_

8 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah =~ = ...~
(Berita | Negara Republik Indonesxa Tahun 2019 '

Nomor 1114); - o

Peraturan Menten ‘Dalam Negen Nomor 90 Tahun =
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan ‘Daerah
(Berita - Negara Repubhk Indonesm Tahun 2019.
Nomor 1447); - . . . e T

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 20 Tahunf
2020 tentang Percepatan Penanganan -Corona Virus - -

“Disease 2019 di. Lingkungan Pemerintah Daerah -

- 4,

- (Berita  Negara Repubhk Indones1a Tahun 2020
: "Nomor249),. _Nv__ A

41,
' - -.-2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan -
Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesm Tahun s

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 7 7 Tahun

2020 Nomor 1781); -

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 59 Tahun S

2021 _tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

.. (Berita Negara Republik Indonesw. Tahun 2021
e ‘Nomor 1419), i :

Peraturan Menten Pendldlkan Kebudayaan, Rlset

dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar e o
_Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita HNregara CR

B Repubhk Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

- 44,

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 84 Tahun
2022 " tentang = Pedoman Penyusunan - Anggaran
Pendapatan dan. Belanja Daerah Tahun _Anggaran .- :
. 2023 (Berita Negara Repubhk Indones1a Tahun 2022--‘: T
'Nornor972), Spelt Lo _



45. Keputusan Menteri Dalam’ Negerl Nomor 050-5889
Tahun- 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan -
“Inventarisasi- Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi

“dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan- L

Keuangan Daerah ; S .

i 46 Peraturan Daerah Kabupaten Pnngsewﬁ Nomor 16"

Tahun' 2016 tentang Pembentukan - dan Susunan

Perangkat . Daerah - - Kabupaten — Pringsewu .

sebagannana telah dxubah dengan Peraturan Daerah -
. Kabupaten. . Pringsewu Nomor 1 Tahun . 2020
- (Lembaran Daerah Kabupaten Pnngsewu Tahun 2020 :
Nomor 144), e

. 47. Peraturan’ Daerah Kabupaten Pnngsewu Nomor 1 -

. Menetapkan® :

-Tahun 2022 tentang - Pokok-pokok . Pengelolaan -
* Keuangan Daerah (Lembaran Daerah’ Kabupaten
Prmgsewu Tahun 2022 Nomor 167], o

Deng'an'" Pefsefujuaih Bersaiina |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH .~ .
- KABUPATEN PRINGSEWU - . .

BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN el

PERATURAN - DAERAH TENTANG = ANGGARAN -

" PENDAPATAN - ‘DAN-- BELANJA DAERAH TAHUN - ~ g

ANGGARAN 20237 . - - s

Pasal 1 e

= - APBD terdm atas pendapatan daerah belan_]a daerah dan 2
= pemblayaan daerah . N v o

, j Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023
- direncanakan sebesar Rp.1.187.010.866.222,00 (satu ~ - - :

_ triliun seratus delapan- puluh tujuh miliar sepuluh juta =~
~ delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua

‘puluh dua rupiah) yang bersumber dar1

R pendapatan asli daerah; -

~b. pendapatan transfer; dan =

e lam-lam pendapatan daerah yaﬁg sah R



- >(1)

: -J"}Pasal3

Pendapatan ash daerah sebagalmana dunaksud

dalam ~ -Pasal - 2  huruf -a - sebesar. |
Rp.146.969.614. 222 ,00 (seratus empat puluh.enam
miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta

~enam ratus empat belas ribu dua ratus dua puluh '
dua rupiah) yang terdiri atas: =

a. pajak daerah;"
b. retnbu31 daerah

..-c. hasil - pengelolaan - kekayaan daerah yang

- 7(1) huruf b. sebesar -Rp.9.743.250.000,00 {sembilan

dipisahkan; dan -

=, L d. lam-lam pendapatan asli daerah yang sah
- : (2).

PaJak daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
huruf a sebesar Rp.48.000.000. 000 ,00 (empat puluh " &
delapan mlhar ruplah) .

Retnbusx daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat

miliar tujuh ratus’ empat puluh t1ga juta dua’ ratus =

hma puluh rupxah) S ‘ : -

@ H

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dlplsahkan

- “sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar

‘Rp.3.226.364.222,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh -

~enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua- .

o

o ratus dua puluh dua rupiah).

)
IR sebagalmana ‘dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar -

Rp.86. 000 000. 000 00 (delapan puluh enam mxhar -

- ruplah) : 4 .

Lain-lain - pendapatan asli daerah yang sah

Péndapétan ) transfé}' sebagaimana dimaksud - dalam

. Pasal 2 huruf b sebesar Rp.1.040.041.252.000,00

(satu triliun empat puluh miliar empat puluh satu

- juta dua ratus lima puluh dua nbu ruplah) yang .
. terdiri atas: '
S a. pendapatan transfer pemenntah pusat dan

@

b. pendapatan transfer antar daerah

Pendapatan transfer pemenntah pusat sebagannana e

-dimaksud -pada -ayat (1) huruf a sebesar

~ Rp.960.041.252.000,00 (sembilan ratus enam puluh -
‘miliar empat puluh satu Juta dua ratus hma puluh

dua ribu. mplah) St ST



. 1 3 s o -
‘ (3) Pendapatan transfer ‘antar daerah sebagaxmana -
- dimaksud - pada ayat (1). huruf b sebesar
Rp 80. 000 000 000 00 (delapan puluh miliar ruplah)
B PasalS " V} - ~_~ :

(2) Pendapatan hibah sebaga.lmana dlmaksud pada ayat

'(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan = o e

‘ Anggaran belanJa daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar o
. Rp.1.214.510.866.222,00 (satu triliun dua ratus empat —- - -

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebaga1mana Ty
dlmaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ sebesar Rp.0,00. (nol
rupiah) yang terdiri atas ol B o PSRN
a pendapatan hibah; = . s

_ b. dana darurat; dan - B R G RN
-C. lain-lain - pendapatan sesuai dengan ketentuan B
: peraturan perundang—undangan ey S o

[

(1) huruf a sebesar Rp.0,00 (nol rupiah). - T e M =

. (3) . Dana’ darurat sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

huruf b sebesar Rp 0 ,00 (nol rupiah), - - = .;'f -

-peraturan  perundang-undangan . sebagaimana. F Sl
_ dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 0 OO (nol o
ruplah) v :

‘*‘*f,; jﬁi Pasale . ;”15;fftj* e

belas miliar lima'ratus sepuluh juta delapan ratus enam. - S

- puluh enam nbu dua ratus dua puluh dua ruplah) yang = v
_ terdiri atas:- pt
a. belanja operasxonal T T
~ b. belanja modal; _ S e .
- _.c. belanja tidak terduga, dan _' - 2, % ‘- L
. d. belanja transfer T o (RN TR

B 35 w*‘P'aisail'ff--‘~-, ' . i *‘if‘é .

( 1) Anggaran belanja operaswnal sebagmmana dlmaksud ‘_ e

“dalam ‘Pasal- 6. _huruf . a - "sebesar- .. .
' Rp.915. 578 500. 770 00 (sembilan . ratus lima belas =~
miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus PeET
- ribu tujuh ratus tu_]uh puluh rupzah) yang terdm A
,atas “i'N IR B o R (R
a. belan]a pegawal, - . el .. : ~ e e
'b. belanja barang dan jasa; “ ' ) LeEeTiE R
c. belanja bunga; = R S N A
d. belanja subsidi;- = ‘ SR B O by
_ e. belanja hibah; dan L N Tl -
f. belanja bantuan sosial. R P SV L L



(2 Belanja pegawal sebagalmana dnnaksud pada ayat (1) -
~~huruf a sebesar Rp.562.289.530.418,00 (lima ratus ’
- enam puluh- dua miliar- dua  ratus delapan puluh
" -sembilan juta lima ratus tiga puluh nbu empat ratus -
-delapan belas rupiah), .. - o

(3) Belanja barang dan j jasa sebagmmana dlmaksud pada R
~ ayat (1) huruf b sebesar Rp.318.165.875.952,00 (tiga =~
ratus delapan belas miliar seratus enam puluh lima
 juta delapan.ratus tujuh puluh lima nbu sembllan
ratus lima puluh. dua rupxah) »

st

o (4) Belanja bunga sebagaunana dunaksud pada ayat (1)
- ' huruf c sebesar Rp.0,00 (nol ruplah) -

(5) Belan_]a subsidi sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
~ huruf d sebesar Rp.195.000.000, 00 (seratus sembllan f
puluh lima Juta ruplah) ' '

. (6) BelanJa ‘hibah sebagaxmana dnnaksud pada ayat (1)
-~ . huruf e sebesar Rp.33.338.094.400,00 - (tiga puluh

" - tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan _]uta sembﬂan _'_
pquh empat nbu empat ratus rupxah) o

(7) ,Belanja bantuan sosial sebagannana dlmaksud pada
ayat (1) huruf f sebesar Rp.1.590.000.000,00 (Satu ,
: mxhar lima ratus sembllan puluh Juta ruplah) I I
SR Pasa18 E L A ST ,_f s
(1) Anggaran belanja modal sebagalmana dimaksud ‘ S
~dalam - Pasal .. 6 _  huruf b - sebesar. = -
~~ Rp.109.149.773.252,00 (seratus ‘sembilan ~_miliar - e
_ seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh —
- puluh tiga ribu.dua ratus lima- puluh dua ruplah) O
L yang terdiri atas: A T
W e a. belanja modal tanah;- - 'f;'f  E ke e
L. ~ b. belanja modal peralatan dan mesin; . o
c. belanja modal gedung dan bangunan; -~ .. . .~
~ d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; -~ T e '
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. belanja modal aset lamnya ‘ o

. (2) Belanja modal - tanah sebagaimana . dimaksud padai;
LR ‘ayat_ (1). huruf a sebesar Rp.1 .700. 000 000 00 (satu . -
: rmhar tujuh ratus juta rupiah).

(3) Belanja modal- peralatan - dan “mesin sebagaJmana .-

.- dimaksud pada ayat (1) -huruf b . sebesar

Rp.16.215.891.298,00 (enam belas miliar dua ratus ;
- lima belas juta delapan ratus sembilan puluh satu Fior o 2
- nbu dua ratus sembllan puluh delapan rupiah).



: L 3 sernbllan ruplah)

~ belan_]a tidak terduga T _ Lt

(4) BelanJa modal gedung dan bangunan sebagalmana ;{1 s

(5) BelanJa modal Jalan, Jarmgan dan mga31 sebagaxmana it x
.. - dimaksud- "pada  _ayat (1)  -huruf  d . sebesar T
"~ Rp.59.990.696.379,00 (lima ~puluh- sembilan mlllar

; ;’- __sembilan -ratus sembilan puluh juta -enam ratus -
-sembilan puluh- enam ribu tlga ratus tu_;uh puluh

‘dimaksud -- pada ayat (1) huruf- c- sebesar "
- -Rp.21.886. 048, 325,00 (dua ‘puluh satu mlhar delapan ]
. f- o - -ratus delapan puluh eman juta empat puluh delapan '..
~ . ribu tiga ratus dua puluh hma ruplah) SRR

(6) Belanja ~ modal- aset tetap lmnnya sebagaxmana -
-dimaksud -“pada ayat (1) - huruf e sebesar -

" Rp.9.357.137.250,00 (sembilan miliar t1ga ratus lima -

'_puluh-tujuh juta seratus t1ga puluh tujuh nbu dua !:1 |

- ratus hma puluh ruplah)

(7) Belan_;a modal - aset lamnya sebagalmana dnnaksud
i o pada ayat (1) huruf f sebesar Rp 0 00 (nol ruplah)

- “ “ " Pasal 9 T ;‘_.t: S N 3",'-}-:\, W T

Anggaran belanja tldak terduga sebagalmana dlmaksud

- dalam Pasal 6 huruf ¢ sebesar Rp.5.250.000.000,00 (lima

- miliar dua ratus lima puluh Juta ruplah} yang terdm atas -

.. Pasall0

,‘(1) Anggaran belanja transfer sebagmmana dlmaksudr“'w

dalam Pasal: -6 huruf ~ d - sebesar: |

. Rp.184.532.592.200,00 (seratus delapan puluh empat - - -

- miliar lima ratus-tiga puluh dua juta lima ratus - = -
. sembilan puluh dua nbu dua ratus ribu ruplah} yang""
= - terdiri atas:- = _ R e
Lo a belanjabaglhasﬂ dan - T T T
S X belanja bantuan keuangan o '

"—puluh llma nbu ruplah) h i Lo e ool il

- dua ratus I‘uplah)

.2 ;Belanja bagt hasil sebagalmana dlmaksud pada ayatl_;_f
(1) huruf a sebesar Rp.5.774.325.000,00 (lima-miliar - .~ "
" tujuh ratus tujuh puluh empat Juta tlga ratus dua,_’"‘ S g AT

S (3) ‘Belanja bantuan keuangan sebaga:mana dxmaksud_. e e
" pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.178.758.267.200,00 - -
"~ (seratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus lima-- -

' puluh delapan Juta dua ratus enam puluh tujuh ribu - o



Pasal 11

Anggaran pemblayaan daerah Ta.hun Anggaran 2023

sebesar Rp.27.500.000.000,00 (dua puluh tu3uh rmhar o

lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
‘a.- penerimaan pembiayaan; dan - )
b. pengeluaran pemblayaan o

e Pasal 12 - -

S

Anggaran penenmaan pemblayaan sebagaimanz;.

_dimaksud  dalam Pasal huruf "a sebesar -
- Rp.35.000.000.000,00 (tlga puluh hma rmhar ruplah), RS

- yang terdiri atas: 5
"~ . a. sisa. lebih perhltungan anggaran tahun anggaran

L | i

-

‘sebelumnya; . -

. pencairan dana cadangan; -

hasil penjualan kekayaan daerah yang dlplsahkan
. penerimaan pmJaman daerah

penerimaan. kembah pembenan pmjarnan daerah 7
dan .-

‘ketentuan peraturan perundang—undangan

S1sa lebih perhltungan : anggaran _tahun anggaran o
- - sebelumnya - sebagaimana dimaksud pada ayat (1) o
. huruf a-sebesar Rp.35.000. 000 000 00 (tlga puluh' .

. Ahma miliar ruplah)

(3)

@)

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud - - -
pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Hasil penjualan ‘kekayaan daerah yang d1p1sahkan
- sebagaimana dxmaksud pada ayat (1) huruf c sebesar_

| \ Rp 0,00 (nol ruplah)

5)

- ,Penerlmaan pm_;aman daerah sebagaumana dlmaksud L
~ . pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 0 00 (nol ruplah) o

)

Penerxmaan kembah pembenan pmjaman ‘daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar

st :RpOOO (nol rupxah)
Com

Penerimaan pembxayaan lainnya sesuai dengan A
ketentuan- _ -peraturan perundang-undangan

R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar -
: '_'-Rp 0,00 (nol rupxah) '

penerimaan pemblayaan lamnya sesuai dengarx T



Pasal 13

(1) Anggaran pengeluaran pemblayaan sebagannana'

dimaksud = dalam Pasal 11 huruf b - sebesar - T
Rp.7.500.000.000,00. (tujuh m111ar hma ratus Juta 7

; _ - rupiah}, yang terdiri atas:~ ~ P
-a. pembentukan dana cadangan :
b. penyertaan modal daerah;

. Gy pembayaran cicilan pokok utang yang Jatuh tempo, - il

- d. pembenan pm_]aman daerah dan - o
e. pengeluaran pembiayaan lamnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang—undangan - - j

" 2 Pembentukan dana cadangan sebagaJmana dlmaksud

pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.0, 00 (nol ruplah)

- (3) Penyertaan modal daerah sebagalmana dunaksud

~ pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.7.500.000.000,00
(tu_]uh miliar lima ratus juta ruplah) .

Rp.0 OO (nol ruplah) L ‘»

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang Jatuh tempo Sy
' sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1) huruf c sebesar a

N

'Q'l (5) Pemberlan pmjaman daerah sebageumana dnnaksud

' Pasal 14 §

pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 0 00 (nol ruplah) -._, : R

= ketentuan - - - peraturan perundang—undangan
i sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf e sebesar
Rp 0, 00 (nol ruplah) L _

et

k= (1) Sehs1h antara anggaran pendapatan daerah dengan

anggaran belanja daerah  mengakibatkan terjadinya -~
_ {defisit) sebesar- (Rp.27. 500.000.000 00) (dua puluh
tu_,uh mlhar hma ratus juta ruplah)

(2) Pembiayaan neto yang merupakan sehsxh pénerimaan™ -~ -

pembiayaan - terhadap pengeluaran pembiayaan

. sebesar 'Rp.27.500.000.000, 00 (dua puluh tujuh

- m111ar llma ratus _]uta I'llplah)

7 Pogal 15.

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan

mendesak Pemermtah Daerah dapat melakukan
atau pengeluaran . meleblhl palgu”w yang. dltetapka.n
dalam’ peraturan . daerah -ini, 'yang selan_]utnya
- dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan -

i dan Belan_la Daerah Kabupaten Pnngsewu Tahun ;;; i

(6) Pengeluaran pemblayaan Iamnya “sesuai - dengan



" c. kerusakan_ 'sarana/prasarana . yangﬂ dapat : 7

e

.. d. pengeluaran daerah lainnya yang apablla dltunda—",-.r-‘?'- =S
- akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bag17

Uraian lebih lanjut ‘Anggaran Pendapatan dan Belanja i

dlsampmkan dalam Laporan Reahsam Anggaran.

Keadaan darurat sebaga1mana dlmaksud pada.'f-;k
‘ayat (1) meliputi: o

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosml-

dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan opera81 pencanah dan pertolongan,"?'

‘dan/atau -

mengganggu keglatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak - sebagalmana dlmaksud pada'f' L
- . ayat (1) meliputi: . - T

" a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar',, 8
- -~masyarakat -yang anggarannya belum - tersedxa?'”‘. :

dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat menglkat dan belanjaj"_-- :

yang bersifat wajib; - -

c..pengeluaran daerah “yang - berada dlluar kendah":- S
, Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan = = :
. sebelumnya, serta amanat peraturan pemndang- BT e B

undangan; dan/atau

Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat

i Pasal %

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum

-dalam Lampiran “yang merupakan “bagian tldak: %

o terplsahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1 Lamp1ran I-

-2 Lampiran®l . :

3L Lampiran III

- Pernblayaan,

e G ‘Daerah dan Orgamsa81, =

ngkasan APBD' yang lelasxﬁkam o
Menurut Kelompok dan Jenis - . .
- Pendapatan, ,Belanja %= 'danr._ TSI

ngkasan APBD| yang D1k1a31ﬁkas1.? ‘
Menurut - Urusan. Pemermtah-- T, B

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, -

Akun, Kelompok, =~ Jenis = -
Pendapatan, Belanja = . dan - -

~ Pembiayaan;

Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara -
.terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan - - .

Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan = .
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD - selanjutnyay T .

: Rincian APBD ~ Menurut ~Urusan -~
-~ Pemerintahan Daerah, Organisasi,



4. Lampiran IV :-‘ '(Rekapitulasi. ' Belanja‘ ~“dan
W : < = Kesesuaian . Menurut "~ Urusan- e
L - Pemerintahan Daerah, Organisasi, - :
- et 2 T Program, Kegiatan, Sub Kegiatan -~ -
ek gty Beserta Indlkator Dan Target
o - Pt ;" ' JKmexjanya, L Maw LT .
i 5 Lamplran V -Rekapltulasx Belanja Daerah Untuk
. -~ Keselarasan “~dan . Keterpaduan =~
- Urusan Pemenntahan Daerah-dan - N
ul o - Fungsi— Dalam .- Kerangka b
. ‘ - v _ Pengelolaan Keuangan Negara '
P 6 Lampu'an VI Rekap1tulas1 - Belanja - Untuk
Pemenuhan SPM RS _ —
= 7 Lamplran VII "~ Sinkronisasi Program Pada RPJMD =
- dengan APBD; - . Rt
=E 8 Lamplran VIII Smkromsam Program, Keglatan
S . =2 ) . dan Sub Kegiatan pada RKPD dan ,"
: " e B - PPAS dengan Perda tentang APBD;
9 Lamplran IX , Smkromsasx Program Prioritas dan . -
= AT Keglatan Prioritas Nasional dengan
a B3 Bl i b Program Prioritas Daerah; S
T R 1} Lamp1ranX ~Daftar  Jumlah Pegawa1 Pe_r
- kg Golongan dan Per Jabatan LT
: 11 LamplranXI “Daftar Plutang Daerah T
v 12, Lamprran XII 'Daftar Penyertaan Modal Daérah
- - - dan Investasi Daerah Lainnya; - f
L 13 Lamplran XIII _.:Daftar Perkiraan Penambahan dan °
At : ,:.h - Pengurangan Aset Tetap Daerah
P S ‘- dan Aset Lain- Lam, e AR e
14, Lampuanxrv _Daftar -Sub Kegiatan Tahun ..
g s ar w4 2 T Anggaran Sebelumnya yang Belum -
‘ “'_; ”‘f d1selesa;kan "dan ~ “dianggarkan
L L - kembali dalam tahun “anggaran .
L o “yang -~ di  rencanakan - tahun
T , _ _ SR “"_j anggaran 2023; AR
- 15 Larnprran XV - Daftar Dana Cadangan dan s ’ o
L2 _16. LamplranXVI Daftar Pinjaman Daerah. = . :
- Pen_labara.n Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -
=7 .- . sebagai landasan- ‘operasional pelaksanaan - Anggaran- - - T
- Pendapatan - dan. Belanja Daerah lebih lan_]ut (Iragur "
. denganPeraturanBupatr FE e 2T ek B gl e Pl



e, T o aden. Pasal 18

' ‘Petaturan’ Daerah ini -';nmai"_‘ber_lak”@ pé dé. tanggal -

N dmndangkan o

5Agar setlap orang mengetahumya, memenntahkan

LT e “"_~>'~pengundangan " Peraturan  Daerah  ini  dengan ~
- - - penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

~ ) \-_-Prmgsewu Fiw 2T een FLTOL

‘."“Dltetapkandxpnngsewu
il o : .. ... padatanggal .19 DESHBEIR 2022"

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 19 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto
HERI ISWAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2022 NOMOR 17’

" NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
- PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 06/ 1558/ 72/ 2022 - 22

Sa.hnan sesu
Kepala B

i dengan aslm}a ]
ian Hukum E T L, Al = .

. - PUTRA ADITIAVGUMILANG.S.H.,M.H ~-~ .

Pemt‘rﬁla fIV.a
NIP. 19870212 201001 1 005
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